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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

 

 

 

 

 

 

NOMOR  8 2006 SERI  E 
R 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 

NOMOR   5  TAHUN    2006 
 

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN  
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN GARUT 

 
DENGAN  MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH 

SUBHANAHU WATA’ ALLA 
 

BUPATI GARUT, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan 
kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan 
wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah; 

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan sebagai 
pelaksanaan otonomi daerah serta dalam rangka 
tertib administrasi pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil di Kabupaten Garut, perlu dilakukan 
penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen 
kependudukan serta pencatatan sipil secara terpadu, 
terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan; 
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c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b di atas, perlu 
berbagai peraturan pelaksanaan di bidang 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang 
sesuai dengan dinamika pemerintahan daerah, 
perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat di 
Kabupaten Garut; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil di Kabupaten Garut. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Tahun  1958 Nomor 113, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3143); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); 
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6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3886); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4235); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4548); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4438); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang 
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara 
Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1636); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di 
Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3742); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3952); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara nomor 4593); 

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 88 
Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan (Lembaran  Negara  
Tahun 2004 Nomor 119); 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 
2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan 
Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, KTP, Buku 
Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 
2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 
Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 
2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga 
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 
Nomor 25); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan 
dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 
Nomor 27); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

dan 

B U P A T I  G A R U T 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN 
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI 
KABUPATEN GARUT. 

 
 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan  : 

1. Daerah adalah Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Garut. 
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